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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik simpulan bahwa: 

a. Proses penanggulangan bencana di Kota Gorontalo khususnya di Kecamatan 

Hulonthalangi dilakukan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

seperti pada fase pra bencana pemerintah kelurahan bersama seluruh masyarakat 

telah berusaha menyusun satgas, membuat peta rawan bencana dan tahapan 

persiapan penanggulangan bencana, Pada fase tanggap darurat melakukan upaya 

penanganan sesuai dengan SOP yang berlaku termasuk melakukan evakuasi dan 

memberikan bantuan sosial dalam penanganan bencana serta pada fase pasca 

bencana melakukan upaya fungsionalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai 

dampak yang ditimbulkan oleh bencana. 

b. Faktor yang menentukan dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kecamatan 

Hulonthalangi yakni mulai kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan 

pembagian wewenang  di lihat dari kegiatan yang dalakukan mulai dari pra 

bencan sampai pasca bencana sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu adanya 

peningkatan dalam hal pembagian wewenang, kadangkala juga menjadi 

penghambat jika dalam pemerintah daerah antar OPD yang ada terjadi tumpang 

tindih dalam pemberian sebuah kewenangan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perlu adnaya kerja sama antar kelurahan dalam penangulangan bencana tetrutama 

dari fase pra bencana, tanggap darurat hingga pada fase pasca bencana. Kemudian 

juga bekerja sama dengan maksimal bersama masyarakat yakni LSM, menjalin 

hubungan yang baik dengan swasta serta memanfatkan kapasitas mahasiswa di 

Kota Gorontalo sebagai Agent untuk menjadikan masyarakat tangguh dengan 

bencana. 

b. Sebaiknya Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Hulonthalangi 

mengoptimalkan peran kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

kegiatan penanggulangan bencana di Kota Gorontalo terutama dengan SKPD 

yang selalu beriringan dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana di 

Kota Gorontalo.  

c. Sebaiknya pemerintah Kota Gorontalo mengembangkan kapasitas pegawai dalam 

penanggulangan bencana melalui berbagai langkah evaluasi, pendidikan dan 

pelatihan hingga sosialisasi kepada masyarakat secaar rutin. Kemudian 

memperhatikan faktor anggaran agar pos belanja bantuan sosial benar-benar 

diperuntukan untuk bencana dan mengoptimalkan belanja modal dari APBD 

untuk pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik akibat 

bencana. 
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